KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140 /.!4./Kpts/WN-BBT/X1/2019

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK TANI KEBUN PETANI MAKMUR

NAGARI BUKITBUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

a. Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nagari dalam bidang
Pertanian Perkebunan di pandang perlu menunjuk/menetapkan pengurus
kelompok tani,sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan
lancar.

- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas perlu di tetapkan
o dengan keputusan Wali Nagari.

g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kchutanan Republik Indonesia
~ Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 ~ Tentang Tata Cara

' naan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan
» Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

teri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
:nlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
n Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
ang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur
erintah Pusat. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34

ngan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Kum.1/3/2019 Tentang Penyelenggaraan
Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil
arta pada tanggal 26 Maret 2019 Berita Negara
019 Nomor 336

an Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan
da tanggal 10 Mei 2019 Berita Negara

p Dan Kehutanan Republik Indonesia
2019 Tentang Rencana Kehutanan




f. Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kchutanan ~Nomor
P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019  Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan
Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor  Nomor  P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019  Tentang  Audit
Kepatuhan Terhadap Pemegang 1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,
lzin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna
Usaha, Dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Dan Pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu

h. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4857);

Musyawarah Kelompok Tani Tanggal 24 Oktober 2019 tentang Kelompok
ani Petani Makmur Kampung Air Dingin NagarBukit Buai Tapan
ecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

MEMUTUSKAN

\ WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN KECAMATAN
K BALAI TAPAN TENTANG PENGANGKATAN
OMPOK TANI PETANI MAKMUR PERIODE 2019-

N nama yang tercantum dalam lampiran keputusan
mpok Tani Petani Makmur Nagari Bukit Buai Tapan

a tersebut Pada Lajur 2 Lampiran Keputusan ini
memangku jabatan untuk segera melaksanakan
perundang-undangan yang berlaku

1 g jawab kepada Wali Nagari Bukit

di terbitkannya keputusan ini akan di
ni Makmur.

an di : Bukit Buai Tapan
gnggal : ..... November 2019










